BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur dan abdi negara mempunyai
tugas pokok sebagai pelayan masyarakat yang dituntut untuk senantiasa
meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
Karena itu, upaya pembinaan dan pengembangan PNS semakin penting untuk
dilembagakan, dikelola dan ditingkatkan dayaguna dan hasilgunanya bagi tujuan-
tujuan pembangunan.

Pengembangan karier sebagai salah satu wujud pembinaan dan
pengembangan PNS dalam perspektif pengembangan sumber daya manusia
merupakan proses yang dirancang untuk memberikan kepuasan kerja kepada para
pegawai. Proses pengembangan karier ini menjadi teramat penting untuk
menarik, mempertahankan dan menyempurnakan kualitas pegawai dalam
rangka mencapai tujuan organisasi.

Pengembangan karier pegawai dapat dirancang oleh organisasi, dan dapat
juga sebagai sesuatu yang dibuat oleh pegawai itu sendiri. Dalam hubungan ini,
Bernardin and Russel (1993:340), mengemukakan bahwa:

“a career development system is a formal, organized, planned effort to
achieve a balance between individual career needs and organizational work
Jorce requirement. It is mechanism for meeting the present and future human

resources needs of an organization”.

Dalam rumusan di atas menunjukkan bahwa program pengembangan
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karier bertujuan mengembangkan keseimbangan antara pengembangan potensi
pegawai dengan kebutuhan organisasi atau dengan kata lain kebutuhan dan
keinginan pegawai dipertemukan dengan kebutuhan organisasi.

Pengembangan karier pegawai harus diarahkan pada upaya memperbaiki
unjuk kerja (performance) personel dalam semua posisi/j.abatan, mengembangkan
kecakapan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan pekejaan dan meningkatkan
karier atau promosi sehingga berkembang sesuai kebutuhan. Oleh karena itu,
pelayanan terhadap kepentingan karier pegawai menjadi sesuatu yang mutlak
dalam mekanisme pembinaan organisasi secara keseluruhan. Plippo (1990:269)
mengemukakan: “adalah ironis bagi seseorang apabila kariemya hanya mendapat
perhatian kecil dari organisasinya”.

Kebutuhan untuk merencanakan karier muncul berdasarkan kekuatan-
kekuatan ekonomi maupun sosial, disamping “prestice” yang melekat pada setiap
kenaikan karier pegawai. Sebagaimana  dikemukakan Oteng  Sutisna
(1989:123) bahwa, pengembangan personel dirancang untuk memenuhi
tyjuan-tujuan sebagai berikut: (1) pertumbuhan peribadi; (2) perkembangan
profesional; (3) tindakan perbaikan unit atau sistem; (4) mobilitas ke atas; dan (5)
efektivitas jabatan”.

Kejelasan pengembangan karier dalam suatu organisasi merupakan salah
satu kriteria kemapanan (profesionalisme organisasi) yang bersangkutan.
Kejelasan itu perlu, bukan hanya bagi unsur pimpinan, tetapi juga bagi semua
anggota organisasi, anggota yang berminat meniti karier dalam lingkup organisasi

sehingga dapat mengembangkan diri dan memilih bidang yang paling diminati



dan dikuasainya. Dengan demikian, akan terjadi persaingan yang schat dan
perencanaan yang lebih matang baik secara individu maupun secara organisasi,
sehingga akan lahir pejabat-pejabat yang handal dan menguasai bidang tugas
yang dipercayakan kepadanya.

Secara konseptual, adanya suatu kebijakan akan memberikan perubahan
yang berarti dalam suatu sistem yang mengarah pada keadaan yang lebih baik.
Perubahan dalam sistem pembinaan karier pegawai hanya mungkin dilaksanakan
kalau dituangkan dalam bentuk “policy” sebagai pedoman untuk aktivitas
implementasi dalam bentuk manajemen perubahan. Manajemen perubahan sangat
diperlukan dalam implementasi kebijakan pola pengembangan karier, karena di
dalamnya terdapat inovasi dalam sistem dan mekanisme kerja pengembangan
karier.

Dalam rangka pengembangan karier kepegawaian di Lingkungan Dinas
Pendidikan Propinsi Jawa Barat, setelah diberlaukannya Undang-Undang (UU)
No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau yang disebut UU tentang
Otonomi Daerah, berpedoman pada pola pengembangan karier pegawai yang
dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah, yang didasarkan pada PP.No0.25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah
Otonom. Peraturan pelaksanaannya merujuk pada: (1) PP.No0.96 Tahun 2000
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS; (2)
PP.N0.97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS; (3) PP.N0.98 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan PNS. Sedangkan yang berkaitan langsung dengan pengembangan



karier PNS, merujuk pada: (1) PP.N0.99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat
PNS, (2) PP.No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan
Struktural, dan PP.No.101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
PNS.

Meskipun rumusan kebijakan pengembangan karier pegawai telah
ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana dipaparkan di
atas, tetapi pada tingkat implementasi kebijakan tersebut, masih ditemui'beberapa
fenomena yang inkonsisten dengan misi dan tujuan yang ditetapkan dalam
rumusan kebijakan. Fenomena inkonsistensi antara rumusan kebijakan dengan
implementasi kebijakan pengembangan karier di lingkungan Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat ditunjukkan oleh fenomena penyimpangan, seperti: (1)
banyak kehilangan formasi jabatan; (2) adanya pejabat yang belum memenuhi
persyaratan untuk memangku suatu jabatan; (3) mutasi sebelum terpenuhinya
ketentuan minimal masa jabatan; (4) tidak ada calon yang cocok atau memenuhi
syarat untuk menduduki suatu jabatan; (5) adanya kesalahan menempatkan
pejabat, karena tidak sesuai dengan kapasitasnya; serta (6) terabaikannya sebagian
prosedur dan mekanisme penempatan dan promosi dengan adanya Surat
Keputusan Jabatan tanpa rekomendasi atasan yang bersangkutan.

Fenomena-fenomena tersebut sebetulnya banyak diakibatkan oleh
kebijakan mergernya dua instransi antara Dinas P&K tingkat propinsi dengan
Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan tingkat propinsi yang ada di Propinsi Jawa
Barat. Tentu saja berakibat pula pada penciutan formasi jabatan dan

pembengkakkan jumlah pegawai yang memerlukan pendayagunaan.



Sebelum mergemya antara Dinas P&K dengan Kanwil Dikbud terdapat
186 pegawai di lingkungan Dinas P&K dan 673 pegawai di lingkungan Kanwil
Dikbud. Di lingkungan Kantor Dinas P&K, terdiri dari 1 pejabat eselon II, 7
pejabat eselon III, 28 pejabat eselon IV, 53 pejabat eselon V, dan 97 pegawai
pelaksana. Dan di lingkungan Kantor Wilayah Dikbud, terdiri dari 2 pejabat
eselon II, 15 pejabat eselon 111, 52 pejabat eselon IV, dan 604 pegawai pelaksana.

Setelah dilaksanakannya merger kedua instansi tersebut jumlah jabatan
struktural menciut menjadi 2 pejabat eselon 1L, 6 pejabat eselon 111, 22 pejabat
eselon IV, dan 659 pegawai pelaksana, dengan jumlah keseluruhan pegawai yang
ada di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat sebanyak 680
pegawal. Jumlah tersebut sebetulnya tanpa pegawai dari Seksi Musium dan
Kepurbakalaan dan Seksi Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan yang merger ke
instansi lain.

Di samping itu, fenomena-fenomena implementasi kebijakan tersebut
karena  belum didukung oleh perangkat sistem yang solid dalam bentuk
perubahan yang diinginkan dalam manajemen seleksi dan promosi jabatan,
sehingga proses internalisasi formulasi kebijakan belum terintegrasi secara
empirical, evaluative dan normative.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa apakah perangkat peraturan
perundang-undangan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa
Barat dapat menjamin dan mengatur mengatur jalur dan Jenjang karier pegawai
yang sesuai dengan kualifikasi jabatan-jabatan karier yang tersedia? Sebagai suatu

produk kebijakan, apakah kebijakan tersebut diformulasikan berdasarkan elemen-
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elemen yang terintegrasikan secara empirik, evaluatif dan normatif? Apakah
rumusan-rumusan kebijakan tersebut telah memenuhi kriteria atau persyaratan
kebijakan yang utuh atau masih terdapat butir-butir yang terlepas dari ruang
lingkupnya?

Ditinjau dari formulasi kebijakan pengembangan karier, dapat saja
menunjukkan konsistensi dalam perumusannya. Namun, apakah substansi
kebijakan tersebut sudah mengandung butir-butir kebijakan karier secara
komprehensif ? Diduga, belum ada kepastian yang baku mengenai hal tersebut.
Oleh karena itu, sebelum mengkaji dimensi implementasi kebijakan, perlu dikaji
secara seksama mengenai butir-butir kebijakannya. Dengan demikian, penelitian
ini di samping mengkaji dimensi rumusan kebijakan dan implementasinya, akan
diungkap pula bagaimana upaya-upaya pengembangan kebijakan, sehingga ada
perbaikan dan peningkatan pada implementasi kebijakan lebih lanjut.

Aspek rumusan kebijakan berkenaan dengan butir-butir kebijakan
pengembangan Karier pegawai, yaitu komponen-komponen yang secara eksplisit
termuat dalam rumusan kebijakan. Komponen-komponen tersebut adalah: (1)
ruang lingkup kebijakan pengembangan karier; (2) tujuan dan sasamn:"yang "
ditetapkan dalam kebijakan pengembangan karier; (3) kriteria yang dipilih dalam
pengembangan karier; (4) mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh dalam
pengembangan karier pegawai; (5) dukungan sistem informasi yang akurat.

Aspek implementasi, berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dalam
setting organisasi yang tidak lepas dari pengaruh lingkungan. Diduga, pada aspek

inilah kecurangan-kecurangan itu terjadi, karena persyaratan, kriteria, bahkan



B. Rumusan Masalah \* AR
Berdasarkan identifikasi masalah seperti diuraikan di atas, mal:}l;{;%i‘SéI;‘lf
pokok yang perlu diteliti adalah: Bagaimana Pola Kebijakan Per1gen£§17§an

Karier Pegawai di Lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

setelah diberlakukanya UU.No.22 Tahun 1999f?

Secara lebih rinci masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan
penelitian berikut ini.

1. Bagaimana formulasi kebijakan pengembangan karier pegawai di lingkungan
Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat setelah diberlakukannya
UU.No.22 Tahun 1999?

a. Bagaimana formulasi kebijakan tentang kenaikan pangkat pegawai di
lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat?

b. Bagaimana formulasi kebijakan tentang pengangkatan dalam jabatan
struktural pegawai di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa
Barat?

c. Bagaimana formulasi kebijakan tentang pendidikan dan pelatihan
pegawai di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat?

2. Bagaimana gambaran empirik tentang kebijakan pengembangan Kkarier
pegawai di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat setelah
diberlakukannya UU.No.22 Tahun 19997
a. Bagaimana gambaran tentang pelaksanaan pengembangan karier

kepegawaian di lingkungan Kantor Diras Pendidikan Propinsi Jawa

Barat?



b. Kendala apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengembangan
pegawai di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat?
c¢. Upaya-upaya apa vang telah dilakukan pihak pimpinan dalam
pengembangan pegawai di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Propinsi
Jawa Barat?
3. Model kebijakan apa yang perlu dikembangkan untuk memperbaiki dan
meningkatkan pola pengembangan karier pegawai di lingkungan Kantor

Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian
Secara umum penelitian ini bermaksud mendapatkan gambaran yang
komprehensif tentang rumusan kebijakan pembinaan tenaga kependidikan di
lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat yang menyangkut
kriteria-kriteria dalam formulasi kebijakan kepegawaian dan wupaya-upaya
pengembangannya.
Berdasarkan maksud tersebut, maka secara khusus penelitian ini bertujuan:
1. Untuk mendapatkan gambaran data tentang formulasi kebijakan
pengembangan karier pegawai di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat setelah diberlakukannya UU.No.22 Tahun 1999.
2. Untuk mendapatkan gambaran empirik tentang kebijakan pengembangan
karier pegawai di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
setelah diberlakukannya UU.No.22 Tahun 1999.

3. Untuk mendapatkan suatu model kebijakan yang perlu dikembangkan untuk



D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu
Administrasi Pendidikan terutama yang berkaitan dengan studi Kebijakan
Pendidikank dan Pengelolaan Tenaga Kependidikan.

Secara praktis, penelitian ini sangat berguna untuk bahan masukan bagi
pengambil keputusan dalam upaya menciptakan dan melaksanakan kebijakan
pengembangan karier yang sinergi dengan tujuan organisasi dan individu. Di
samping itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan model alternatif bagi perbaikan
dan peningkatan mekanisme pembinaan karier para pegawai pendidikan guna
kesinambungan pelaksanaan tugas dan perbaikan kinerja pendidikan dalam

lingkungan Kantor Dinas Pendidikan tingkat Propinsi Jawa Barat.

E. Kerangka Pemikiran

Kajian tentang studi kebijakan menggunakan pendekatan yang bersifat
komprehensif dan interdisipliner. Analisis kebijakan pola pengembangan karier
pegawai ialah suatu analisa untuk menemukan kebijakaan para Policy Maker
tentang pengembangan sumber daya manusia, terutama mengenai pola
pengembangan karier. Mengapa melakukan kebijakan itu? Berdasarkan kebijakan
itu, apa hasil dan dampaknya dalam bidang pengembangan sumber daya

manusia? Sanusi dan Supandi (1987:18) merumuskan analisis kebijakan sebagai



“apa yang dilakukan pemerintah tentang pendidikan, mengapa pemerintah
melakukan pendidikan, dan apa dampaknya terhadap kebijakan pendidikan
tersebut”.

Analisis kebijakan dapat dilakukan secara: deskriptif, retrospective,
evaluatif, dan prediktif. Analisis kebijakan deskriptif, yaitu menganalisis suatu
kebijakan yang bersifat historis. Kebijakan retrospective, yaitu menganalisis
kebijjakan dengan jalan mendeskripsikan dan menafsirkan kebijakan masa
lampau. Kebijakan evaluatif, yaitu menganalisis suatu kebijakan yang bersifat
mengevaluasi suatu program. Kebijakan prediktif, yaitu menganalisis dan
memberikan rekomendasi tindakan.

Dalam setting pengembangan organisasi, pegawai selalu menginginkan
kemajuan dalam berbagai hal, terutama tumbuhnya organisasi melalui
produktivitas kerja pegawainya dan berkembangnya kemampuan pegawai dalam
menjélankan kariemya. Organisasi tidak dapat melepaskan diri dari harapan-
harapan pegawai untuk mengembangkan karier, karena pengembangan karier itu
sendiri merupakan bagian dari pertumbuhan organisasi dan hak pegawai untuk
mendapatkannya.

Career management dirancang sebagai bagian dari proses organisasi
artinya institusi berkewajiban menyediakan fasilitas manajemen karier sebagai
bagian dari pengembangan karier organisasi. Sedangkan career planning lebih
pada tanggungjawab individu yang berada dalam organisasi, hal ini akan banyak

tergantung pada motivasi individu untuk merealisasikan pengembangan kariernya
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Dalam suatu pengembangan karier akan terkandung kegiatan-kegiatan
seperti training, promosi, development, dan sebagainya,. Cascio (1990:364-366)
menyebutkan ~ bahwa  “aktivitas-aktivitas  manajamen  karier  untuk
pengembangannya dapat dilaksanakan dalam bentuk internal staffing yang
termasuk didalalhnya adalah promotion and lateral transfers”.

Kebijakan pengembangan karier menurut Oteng Sutisna (1989:123) harus
diarahkan bagi pertumbuhan pribadi, perkembangan profesional, perbaikan
lembaga, mobilitas ke atas, dan efektivitas jabatan dengan memperhatikan jenis
dan jenjang pendidikan, usia dan jenis kelamin, pengalaman kerja, pengalaman
organisasi, pengalaman luar negeri, prestasi kerja, serta loyalitas dan dedikasi.
Syarat-syarat tersebut merupakan kriteria bagi pemilihan orang yang tepat bagi
jabatan yang tepat pula. Prosedur dari pembinaan Kkarier ini terdiri dari:
“recruitment, development, operating, training, dan evaluating” yang didukung
oleh sistem informasi yang tepat yang dikemas dalam SIM kepegawaian. Adapun
bagi lembaga pembina karier pegawai harus menyiapkan uraian tugas, persyaratan
jabatan, regulasi kelembagaan, kriteria sukses, pengukuran, penilaian,
pelatihan, dan pengangkatan dalam jabatan.

Pengembangan karier pegawai di suatu instansi merupakan keputusan
yang mengakomodasi kebutuhan pegawai dalam mengembangkan diri dan
kepentingan organisasi agar tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan
yang diperoleh pegawainya. Oleh sebab itu, perlu adanya formulasi kebijakan
mengenai pengembangan karier yang didasarkan pada kriteria normatif, empirik

dan evaluatif.
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Berdasarkan gambaran tersebut, maka kerangka pikir penelitian dapat

ditlustraskan pada Gambar 1.

Gambar 1

KERANGKA PEMIKIRAN

RUMUSAN »KEBUAKAN PENGEM '

KRITERIA RUMUSAN REBUAKAN

Kenaikan
Pangkat

Pengangkatan
dalam Jabatan

Struktural

|
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KENDALA DAN
HAMBATAN
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MODEL
PENGEMBAGAN
KEBIJAKAN

Model di atas mengandung implikasi bahwa, menjalankan suatu kebijakan

tidak terlepas dari manajemen perubahan yang dilakukan sistem. Oleh karena itu

pada tingkat implementasi kebijakan perlu memahami manajemen perubahan

sebagai bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem kebijakan. Hal ini penting
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karena kebijakan dipandang sebagai suatu produk kemajuan atau inovasi yang
diharapkan. Bernnardin and Russel (1993:358) menempatkan perubahan sebagai
suatu yang tak dapat dipisahkan dari pengembangan karir.

Dalam mendekati substansi kebijakan pola pengembangan karier pejabat
struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, dilakukan proses
analisis kebijakan sebagaimana dikemukakan Dunn (1981:48).

Langkah pertama adalah merumuskan masalah-masalah kebijakan
(policy problem) dan terhadap masalah tersebut dilakukan peramalan
(forecasting); hasil peramalan diperoleh alternatif-alternatif kebijakan sebagai
langkah kedua, selanjutnya alternatif tersebut direkomendasikan. Tahap ketiga
dilakukan implementasi kebijakan (Policy Action) yang tidak luput darn
monitoring. Dampak dari pelaksanaan kebijakan adalah adanya “policy
outcomes”, yang ada karena diperoleh melalui evaluasi terhadap “policy
performance” dan menghasilkan kepastian pelaksanaan Kebijakan. Selanjutnya
dapat ditentukan “policy problem” kembali dan melalui “policy outcomes”
dapat diketahui struktur permasalahan.

Setelah kebijakan diformulasikan dan dianalisa produknya dalam bentuk
dokumen yang menyangkut “substansi”, diukur efektifitas pelaksanaannya,
peranan sumber pendukungnya sekaligus penganalisaan terhadap kelebihan dan
kelemahannya, serta peluang dan tantangan pelaksanaan pengembangan karier.
Kebijakan yang terealisasikan dengan tepat dan baik akan menjamin mekanisme

kepemimpinan dan optimalisasi pelaksanaan tugas.



F. Premis Penelitian

Merujuk kerangka pemikiran sebagaimana dipaparkan di muka, maka

premis-premis yang dijadikan pedoman dalam menganalisis problematik

penelitian, dirumuskan sebagai berikut:

1.

Program pengembangan karier yang efektif adalah yang berhubungan dengan
penyesuaian karier yang diberikan sesuai kebutuhan organisasi melalui
program pendidikan, pelatihan, pemindahan dan promosi yang
berkesinambungan (Flippo,1993:291).

Rumusan kebijakan tentang pengembangan karer pegawai di lingkungan
Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat akan lebih efektif dalam
pengimplementasiannya apabila didasarkan pada kriteria normatif, empirik
dan evaluatif.

Kendala yang menghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan
karier pegawai di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
lebih banyak diakibatkan oleh hambatan organisasional daripada hambatan
yang bersifat individual.

Pengembangan kebijakan pengembangan karier pegawai di lingkungan
Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat memerlukan dukungan sistem
informasi yang akurat dan berdasarkan pada kenyataan empiris, normatif dan

dapat dievaluasi.








